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PERJANJIAN KERJASAMA

A]!{TARA

UPTI} IABORATORIUM KESEHATAN
PADA I}IIYAS KESEHATAN KEPEI\{DUDUKAN DAN PENCATATAF{

SIPIL PROVTNSI NUSA TEI\GGARA TIMUR
I'{OMOR: ttPTI} LABKESISSO/T S7 ltX,tZLZl

DENGAI{

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPAI{G
NOMOR: W22.PAS.PAS1.pK.0l.07.0 r-1977

TEI{TANG

KERJA SA}IA DIBTDANG PENTERIKSAAN LABORATORIUM

Pada irari ini Rabu tanggal 13 trulan September tahun Ifua Ribu Dua pululr Tiga, berternpat
di Kupang, kami yang bertanda tallgan di bawah ini:

1) Drs Agustinus Sally. Apt."MM , selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kependtrdukan dan pencatatan sipil Provinsi Nlusa Tenggara Tingr
dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna LIPTD Laboratorium Kesehatan puA* Dinas
Kesehatan.Kependuelukan eian peneatatirn sipil pror,-insi Nusa Tenggara il'ir,tur varg,
l:edredildu]<an di Jalan S*eprapto Oebotro-Kelrra]ran Oebobo Kecagratan Oebob<;-Kota
Kupang NT'l", selaniptn!'a drsebut PIIIAtr I,ER'[AMA.

l] Badarudin. A-utd.IIr, S.l-il selahu kegala l-emliaga llem:rs-y;rraliatan Kelas IIA K6Lrarrg
yang trei:kcdudLrkarr di .laian M:rtalrari. Kel. {.}esapa Selatan, Kec. Kelapa l,in:a, H*ta
Kupang, NTT, seianjlrtnys disebut pIfLAK KgDtiA"

Berdasarkan pertirnbangan PIILAK PERTANIA dan PIHAK KEDUA sebagai berik*t :

1. Bairrva dalam rangka meningkatkan kualitas pelayaran kesehatan kepada pasien.Warga
Binaan Femasvarakatan {WBP) rnaka drpandang perlu untuk meljalin kerjasarna antaril
UPTD Laboratorirttn Kesehatan Pada I)iuas Kesehatal kependu<itrkan dan peilcatatan
sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Lembaga Femasyarakatan Kelas IIA
Kupang.
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2' Balt'lva UPTD Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan,Kependudukal dan
Petlcatatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Tinrur adalah Laboratorium nrjukan tingkat
PropinsiNTT 5"ang sudah terakreditasi oleh Komisi Akrerlitasi Laboratoriurn Kesehatan
Nasional dinilai lavak dan betwewenang untuk melakukan dan mengeluarkan hasil
pemeriksaan laboratorium.

3. Bahwa dengan dirnanfaatkarmya UPTD Laboratoriurn Kesehatan pada Dinas Kesehatan,
Kepeniludukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemeriksaan
laboratoriurn diharapkan mLltu pengobatan kepada pasien Warga Binaan pemasyarakatan
(WBP) dapat ditingkarkan.

PIHAK PERTAIVIA dan PIHAK KEDIJA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam
perneriksaan latroratorittm bagi pasien Warga Binaar Pernasyarakatan innpl 6elgan
senratrgat kebersamaan berlandaskan azas kemitraan dan azas saling mengrintungkan serta
tnenenrpatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dengan keteituap Jan syarat
sebagai berikut:

Pasal I
KETEI{TLJAN [rM[i&{

I)nlam Perjanjian Ker"jasalra ir:i ya:rg dirnaksud liengan :

i. UPTD l.,a'oolatoriuur Kesehatati Paci* Dinas Kesehatan-Kependudkan dan pencatertan
Sipii Provinsi Nusa T*tggara Tirnur adalah lJnit Pelaksana Teknis llinas Kesehatan
Provinsi Nttsa tensgara Timur vang sudah terakreditasi oleh Komisi Akr-editasi
i-abr:rat*rium Keseiratan Nasi*nai yalrg mempunvai fungsi m*nl,eiengg;rakan
peial'anari ke*eiratan uiltuk rnasl.alakat dan 1uga bertungsi men1,.i:lenggarakan
penilirlikan, pelatiira*, cta:r penelitiair.

2 Lernbaga Petnasyarakatar Kelas IIA Kupang adalah sebuah institusi tempat
dilaksanakannya pemhinaan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan (WBp).

3- Pemeriksaan Lahoratorium adalah snatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus
dengan rnengaml:il bahan atau sampei dari penderita, dapat berupa urine, darah, sputum
dan sebagainya unttrk rnenentukan diagnosis atau membantu menentrkan diaglosis
penyakit bersama dengan tes penuniang lainnya, anamnesis dan perneriksaan lainnya.

Pasal2
MAKST]D DAN TUJUAN

Pihak Kedua akan merujuk bahan pemeriksaan laboratorium kepacla Pihak pertarna, dimara
Pihak Pertama akan menerima rnaksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan
laboratorium sesuai dengan permintaan Pihak Kedua dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan
vang telah disepakati oleh kedua helah pihak.
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Pasal3
TATA CARA PELAKSANAAN

L Bahan pemeriksaall yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PiHAK PERTAMA
benrga bahan ;,ang siap diperiks* (sanipel) dan atau bahan yang belum siap diperiksa
{'speeirnen).

2. Balian perneriksaan 3,ang dirujuk oleh PIIJAK KtrDUA kepada PIHAK pERTAlrlA har"us
nlemenulri persl'aratan pengir-irnan speeinren/sampel yang telah ditetapkan. yaitu sesuai
clengan Dirltar Pemeriksaan Rniu.kan vang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

3. Balian pemeriksaan yang dikirirn oleli PIHAK KEDUA kepaiJa PIHAK PERTAMA i1arus
dilengkapi deugan data yang lengkap, antara lain:
o Identitas pasien : nalna, jenis kelamin, nrnur
o Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
o Jenis pemeriksaan
o Tanggal dan jarn pengambilan bahan pemeriksaan
o Kondisi pasietr saat bahan petneriksaan diarnbil (misal; puasa, sedalg menialani

therapy/pengobatan terlennr, dll )
c Kondisi bahan (rnisal : volume, warna, ban, viscositas, jangka waktu penyimpauan,

suhu penyimpanan, dll)
4. Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari

PiI{AK KEDUA tidak rnernenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK
PERTAMA berhak melakukan hal - lral sebagai berikut :

c Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau infonnasi tentang bahan
pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini" PIHAK KEDUA akan rnelelgkapi
data yang dibutuhkan oleh PIHAK PERT'AMA secara terhrlis.

' Menolak bahan perneriksaan apatrila kondisi bahan pemeriksaan tirlak sesuai clelgan
persvaratan vang ditetapkan sebagairuana diatur dalam Dal1ar Pemeriksaan Rgjlkan,
penolakan atas bahan pen,eriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan rnenjelaskap
sebab atau aiasan penolakan terseo'ut.

5 Balian pemeriksaan yang dirujuk oleh piHAK KEDUA kepada piHAK PtrR'f AMA akal
diambii oleh FillAK PERTAtuIA cii Klinik Lapas Kupang dimana sebelumnya PIIIAK
KEDUA rnenghut-rungi PIHAK PtrRTAMA.

6. Waktu pengarnbilan lrahan perneriksaan aleh PIHAK PERTAMA adalah sebagaiberikut:
[:lari Senin s.d Kamis : pukul 07.-r0 s.d l4 00 WITA
Hari,lumat : Pukul07.-30 s.d 11.30 WITA

i - Kedua belah pihak wajib rnelaksanakanirnematuhi ketenfuran daiaru perjanjian ini dengan
penuh tanggung jawab dan ketentuan Iailnya yang berlaku sebagai standar pelayanan
Laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku.
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l ' PIHAK PERTAMA akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan
format sesuai dengan format baku yang telah ditenhrkan pIHAK PERTAMA.2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Pihak Kedua dengan cara dikirim oleh pIHAK
PERTAMA kepada PIF{AK KEDUA setelah pelaksanaan pemeriksaan atau seslai jadwal.

Pasal 4
HASIL PEMERIKSAAN

Pasal5
KERAHASIAAN MEDIS

Kedua belah pihak selama pelaksanarr perjaxjian ini maupun setelah seiasainya perjapjiaur ini,ivajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/ictentitai pasien dan lasit 
'perneriksaa6

sebagaimana ketentuan perundang *rurdaBgan 
-\,ang mengatLr rnengenai kerahasiail medis.

Pasal 6
HARC1A PE]IIERIKSAAN

t Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlarnpir pada Larnpiran clari perjanjian ini.
?" Setiap perulrahan Harga Pemeriksan wajib ditieritihukan terlebrh clahnlLi *."u.u tertulis

oieh PTHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalarn waktu 30 hari kalender setrelunr
Harga Pemeriksaan terbaru diberlakukan secara efektif

3. Perutrahan Harga Pemeriksaan berlaku efektif dan mengikat Para pihak seketika setelah
diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada point (2) diatas.

Pasal 7
PENAGIHAN & TATA CARA PEMBAYARAN

I Peurbayaran dilakukan PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA setiap akhir
Bulal Berdasarkan penagihan yailg dibuat oleh pIi{AK PERTAMA

2. Pembayaran dilakukan di bagian penerimaan pada UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas
Kesehatan Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi NLrsa Tenggara Tirnur.
Atau melalui rekening atas nama : pemerintalr Daerah provinsi NTT
Nama Bank : Bank NTT nornor : 001 . 01. 02 001018-7.

Pasal S

JANGKA WAKTTT PERJANJIAN

I ' tse4anjian ini tierlakt untuk-langka u'aktu 3(tigai talrun, terliitung efektif sejak tanggal 13
trLrlan September Tahun 2023 sampai dengar: tar:ggal I3 bulan Septernber Tlahun ?0262. Apabila salah satu pihak bermaksucl memperparryang Periarlian ini rlaka salatr satri pihak
tersebnt wajib rn.emberitahukan kepada pihak lar'nnnya secara tertuiis p*ling lamhat I
(sat,) bulan sebehuir Perjanjiari ini l;erakhrr seczra ef'ektif.
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Pasal9
FORCE MAJEURE

Kedua belah pihak sepakat apabila didalanr r:relakukan pemeriksaan, seperti tersebut pada
pasal I (diatas), PIHAK PERTAI\'IA mengalami keterlarnbatan yang disebabkan oleh
keadaan force mejaure, maka Pihak Pertama hanrs memberitahukin secara tertulis
mengenai keadaan tersebut kepada Pihak Kedua selarnbat - larnbatnya2 x24jaln setelah
terladinya fbrce majeure tersebnt.
Keadaan force majeure seperti tersebLrt pada ayat I (safu) diatas terniasuk tetapi tidak
terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, huru-hara, unjuk rasa rnassa,
perombakan, krisi nasional, kebakaran, sabotase, epidenic, bencana alam seperti tialjir,
gempa bumi.
Apabila terjadi keadaan force majeure seperti diatas, sehingga tidak rnemungkinkal
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA rnelanjutkan perjanjian kerjasama ini, rnaka
kedrra belah pihak sepakat rurtuk menyelesaikan segala sesuatunya secara rnusyawarah.

Pasal l0
PENYELESAIAT\I PE RSELISIH A1\

2

3

I. Jika teriadi perselisihan sebagai aliibat dari pelaksanaan perjan-iian ini. maka kedua belah
pihak sepakat unutk menSrelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna
mencaprai rnufakat.

2. Apalila dengan fiiu$ya'wrirah tidak tercapai kata mufakat maka keriua belah pihalc sepakat
untrtk menyelesaikan pcnlrasalahan di Pengadilan Negeri rlimana kedua trelatr pi}ak
berdonrisili,

Pasal I1
POMUTUSANIPEMBATALAN PERJANJIAN

I ' Perjanjian ini rnenjadi batal derni irLrkum atau dapat di putuskan setiap saat sebelum
waktunya, dengan terlebih dahultr rnenyampaikan surat pernberitahuan/peringatan, apabila
terjadi hal - hal seperti berikut ini :

a) Dalarn lml para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan
pel anggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanj ian ini.

Lr) Dalarn hal terjadinya force majeure sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 11.
c) Para pihak berhak rnengakhiri pe{anjian ini sebelum waktunya apabila di dalarn

pelaksanaan perjanjian salah sahr atau kedua belah pilrak tidak marnpu memenuhi
ketentuan yang telah di atur didalam perjanjian ini ataiiada saat proses pembuatan atau
selama ini perjanjian ini berlangsung rnernberikan keterangan palsu atau dipalsukan.

Hal ini dilakukan secara tertulis oleh rnasing - rnasing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum
perjanjian ini dinyatakan diakhiri.
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2. Sehuburgan dengan batal atau putusnya perjanjian ini sebagaiurana dimaksud ayat (1)
pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal

1266 dan 1267 Kitab undang - undang Hukum Perdata yang mengatu tentang tratalnya
perjanjian.

Pasal L2

LAIN _ LAIN

Selarna berlangsungnya kerjasama id. hal - hal .vailg filrlrlgkin tirntrul sehubungan pelaksanaan
per-ia:r-iian dan belum diahrr dalarn Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di selesaika* dan di
atru atas dasar persetujuan bersarna dalarn sebuah addendurn yang merupakan bagian -vang
nrengikirt sefia ticlak t*rpisahkan dari perjaniian iiri.

Pa-sal I3
PE\L TT P

I Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 ldua) ditandatangani di atas materai yang cukup dau
lrenrl-rLrnvar kekuatan hukum vang sama kuatnva, masing - masing tLntuk Pihak Pertama
dan Prhak Kedua serta dapat di perbanl,ak sesuai kebr.rtuhan

I Surat Perlaniian Kerjasama ini dr buat dan drtandatangani di Kupang pada tanggal tersebut
l. .--^U-i d:J:

PIH,{K PERTAMA PIHAK KEDUA

Drs .\gustinus Sallv. Aut..lIlI
Pembina Tli. I

\rP.19660826 199303 1 012 I 001

Kepala Dinas

D.
Pembina Lltama Muda

NrP. 19690831 199703 2 001
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